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TENTANG
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BUPATI GORONTALO UTARA,

. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem.

investasi dan kegiatan ber_uSaha vang kondusif,

memberikan 'kepastian hukum, melindungi

kepentingan umum serta menjaga keberlangsungan
kinerja pellayafnan Perizinan Berusaha, perlu
didukung penyelenggaraan Pe_layanan Terpadu Satu

Pintu yang terintegrasi secara menyeluruh;

. bahwa proses integrasi penyelenggaraan Pelayanan .

Terpadu Satu jPintu pada Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara dilakukan melalui pemberian
__peiayanan ‘perizinan berusaha secara elektronik
befda'sarkan ketentuan perafuran perundang -
- undangan; | ' |

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
5 ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di  Daerah, Bupati/wali kota
mendelegasikan kewenangan' Pemerintah Daerah

'kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

- PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
| PERIZINAN BERUSAHA, PERZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwé dalam rangka meningkatkan ekosistem
investasi dan kegiatan beruséha yang kondusif,
memberikan .kepastian hukum, melindungi
kepeﬁtingan umum serta menjaga keberlangsungan
kinerja pelayanan Perizinan Berusaha, perlu
didukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang terintegrasi secara menyeluruh;
bahwa proses integrasi penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara dilakukan melalui pemberian
pelayanan perizinan berusaha secara elektronik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan; |

bahwa untuk - melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah; Bupati/wali kota .
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan
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Mengingat

Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP
kabupaten/ kota; ' |
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4)

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang =

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
dalam menyelenggarakan PTSP oleh
kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan
pendélegasian - wewenang Perizinan dan
Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah
kabupaten/kota  kepada  Kepala ~ BPMPTSP
Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan 'pertimbémgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d perlﬁ menetapkan Peraturan Bupati
tehtang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraail Perizinan Berusaha, Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di
Pr_dvinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Repuhlik
Incionesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahhn 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

" Kepala Kabag Ass IlI Sekda
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10.

- ‘sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
fehtahg Cipta ‘Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

| Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
~ Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 fentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Inddnesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618});

Peraturan Presziden Republik Indonesia Nomor 97

Tahun 2014 tentang Penyélenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negéra Republik Indonesia Nomor 5887
)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 272);

Peraturan Daérah Kabupaten Gorontale Utara

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman

Kepala Kabag Ass [l Sekda
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Modal di Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014
Nomor 193, Tambahan Dembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo UtaraNomor 193);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubzhan Atas -
Peraturan Daerah Kabupateri Gorontalo Utara
tentang pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
- 2.

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah otonom,;

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kepala Kabag Ass I Sekda
DPMPTSP | Hukum
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10,

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan
keteﬁtuan peraturan perundang-undangan; | |
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku
usaha untuk memulai dan menjalafnkan usaha dan / atau kegiatanya;
Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam
kemudahan pelayanah, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan;

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban,
dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk

penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II |
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan

Nonperizinan dengan prinsip:

a.

&

e oA e

Cepat;
Mudah;
Terintegrasi;
Transparan;
Efisien;
Efektif; dan
Akuntabel.
Pasal 3

Pendelagasian kewenangan  penyelenggaraan pelayanan  Perizinan

Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP bertujuan untuk:

a.
b.

C.

memberikan kepastian hukum;
memperpendek proses pelayanan;

méwujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,

transparan, pasti, dan terjangkau; dan

Kepala Kabag Ass il Sekda
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d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada

masyarakat.

BAB III
- RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

(3)

a. Pendélegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan
* Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;

b. Pelaporan.

BAB IV |

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5
Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan
Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala
DPMPTSP.
Kepala DPMPTSP Dbertanggung jawab terhadap kewenangan

penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan

Nonperizinan yang telah di delegaéikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Jenis kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: |

a. Perizinan Berusaha pada sektor:

1. Kelautan dan perikanan;

Pertanian;
Lingkungan hidup;
Perindustrian;
Perdagangan;
Pékerjaan umum dan perumahan rakyat;
Transportasi;

Kesehatan, obat dan makanan;

S A R

Pendidikan dan kebudayaan;

10. Pariwisata;

Kepala Kabag Ass il Sekda
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11. keagamaan; _
12. pos, telekomunikasi, penyiaran,  dan sistem dan
transaksi elektronik; dan_
13. Ketenagakerjaan. '
b. Perizinan: :
1. Izin Praktek Dokter, Doktér Qigi, Dokter Spesialis dan Dokter
Gigi Spesialis;
[zin Praktek Bidan;
Izin Praktek Perawat;
Izin Praktek Apoteker;
Izin praktek tenaga analis;
Izin praktek tenaga teknis kefarmasian;
Izin praktek rekam medik;

Izin praktek perawat anastesi;

© ® N U RN

Izin praktek perawat gigi; -

. Izin praktek penyehat'tradjisional;

—
= O

. Izin operasional rumah sakit pratama;

[a—
[\]

. Izin rumah sakit kelas C dan D {izin operasional rumah sakit};

ja—
W

. Izin operasional pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);

et
Y

. Izin Kkerja tenaga kesehatan;

Pt
()1

. Izin operasional laboratorium kesehatan;

—
(o))

. Izin operasional unit transfusi darah;

et
~J

. Izin operasional optik (izin optikal);

[a—y
o

. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
. Izin praktek dokter hewan;

AN N =
- O O

.Izin praktek paramedis hewan,;

W]
[\

. Izin praktek pemeriksa kebuntingan;

]
W

. Izin praktek inseminasi buatan; dan
24, Izin perubahan pemanfaatan tanah (IPPT).
¢. Nonperizinan:

Surat keterangan,

2. Surat Penelitian Mahasiswa/Kelompok;
3. Amdal Lalin;
4. Pengelolaan parkir;

Kepala Kabag Ass (I Sekda
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5. Sedot tinja;

6. Peil banjir; dan _

7. Rekomendasi distributor pupuk.
| Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha tertentu yang masuk dalam sektor perizinan berusaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, yang memiliki |

kegiatan penunjang wajib memiliki Perizinan' Berusaha Untuk

Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).

 (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) .

| termasuk kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala

DPMPTSP.

BAB V
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 7
(1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan secara berkala paling
sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. Jumlah Périzinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang
~ diterbitkan;
b. Rencana dan realisasi investasi; dan
c. Kendala dan solusi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan

evaluasi dan pembinaan untuk meningkatakan kinerja DPMPTSP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo
Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian
- Perizinan dan Nonperizinaﬁ- sebagajména telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
~Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 téntang. :

Kepala
DPMPTSP

Kabag
Hukum

Ass I

- Sekda
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Pelimpahan = Kewenangan -Pemberia;n Perizinan dan Nonperizinan,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. |

| - | Pasal 9 R
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ~ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatarinya dalam Berita Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang _
. sPada tanggal 21 lespmeets atev 2022
%UPATI GORONTALO UTARA,.

: THARIQ MODANGGU
Diundangkan di Kwandang :
Pada tanggal . 2], Desemben 5032

oooooooooo

Kepala Kabag Ass I Sekda
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PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

‘@ ' DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| _Alamat : JL. Kusno Danupoyo Komplex Blok Plan No. 1 Kec. Kuwandang Kode Pos 96252

TELAAHAN STAF

o 'I(epada_Yth o Bupatt Gorontalo Utara

Dari _ :Kepa.la Dmas Penanaman Modal dan.PTSP
| " Kab.Gorontalo Utara '
. Tanggal : 18 November 2021 |
~ Nomor . m,/DPMPTSP_/m:;/xr/zozl |
‘Perihal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo
Utara tentang Pendelegasian Kewenangan

Periyclenggaraah Perizinan Berusaha Kepada Dinas-

o Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I. Dasar ©: 1. Undang -'Undang No. 11 Tahun 2007 tentang -
B ' ! Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di
Provinsi Gorontalo, o ' '

‘ 2 Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

'Pemenntahan Daerah; L

3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta’ Kelja, ._ ‘ .
4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007‘ |
~ tentang -~ Pembagian < Urusan Pemerintahan, |
- Antara Pemerintah, Pemerlntah Provinsi dan, .
Pemenntah Kabupaten /Kota;
. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko; o
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 202‘1.

tentang - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha D1
Daerah; ' ‘

7. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80

| Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
' Hukum Daerah Peraturan Daerah "Nomor 3



Tahun 2016 tentang Pemb_er_xtukan. dan Susunan

Perangkat. ‘Daerah (Lembaran Daerah Tahun -

2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 214); _

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Nomor S Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan: . Daerah © Nomor -3  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal; |

10.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri' Nomor :
011/5976/SJ tentang. Percepatan Penyusunan
Regulasi Persyarafan Dasar Perizinan Berusaha,
Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan.

Gedung dan Rétribusi Persetujuan Bangunen

Gedung, Serta Retnbusz Penggunaan Tenaga

Kelja Asing.. e ‘
II. Pertimbangan : 1. Bahwa hadlmya - - Omnibus- -:‘_Law . yang
' o “menghasilkan - Undang - Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 'di_ména Undang
— Undang ini menghimpun- kurang lebih 80 7

{delapan puluh) Undang - Undang menjadi satu
aturan .Uhdang - Undang yang merevisi dari

1200 (seribu dua. ratus} Pasal sekaligus hanya o

dengan ‘satu Undang — Undang Clpta Ker_;a yang _
mengatur multisektor dan terdir dari 11 (sebelas) o

Klaster . diantaranya . tentang  Klaster -

' Penyederhanaan’ ,Pex"iiinan’,_ Klaster Persyaratan . -

Investasi dan' Kemudahan -Ber_usaha_ yang ma‘na.' “

kurang lebih 700 (tujuli ratus) Pasal dari 52 (lima
puluh dua)-t;.ln_dang ~ Undang 'y#ﬁg mengatur
perizinan -d:iintegraSikan: sehingga, terpadu,
efisien. dan- - efektif :'-'untu_k‘-- mempermudah
berusaa: (R mempermu

2. bahwa sesuai aturan pelaksana dari Undang —



ﬁndang Nb_ﬁ':lor 11 Tahun 2020 tentang Cipia-'
Kerja yang salah satunya adalah Peraturan
Pemerintah Nomo:"-- 6 Tahun 2021 tentang
Penye]enggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
yang-.menyatakan pada :

1.Pasal § ayat  (1): Bupati/Walikota
mendelegasikan kewenangan Pemerintah . -
Daerah Kabupaten/Kota dalam
Penyeienggaraan Perizinan Berusaha di

- Daerah kepadét Kepala - DPMPTSP
Kabtipaten/Kota; | ' '

2. Pasai 5 ayat _(2):' Pendelegasian
kewenangan oleh  Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi : e
a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
. yang menjadi kewenangan Pemerintah - 3
_ D’aefah ' Kabupateh/Kota sesuai
| dengan. ketentuan ' peraturan

perundang —-u_ndangah; dan
b.Penyelenggraan Perizinan Berusaha

yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat yang dili_hipahkan kepada

" Bupati/Walikota berdasarkan asas

tugas pembantuan; - -

3. Bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Di.
Daerah haruslah berjalan sesuai koridor
.ketentuan'_.:-gperundang - ”undangan. sehingga
dapat terciptanya _percepatan berusaha di
daerah yang mana Penye_l_enggaraan Perizinan
Berusaha ' di daerah = bertujuan untuk
meningkatkan ekositem investasi dan k_égfatan' |
berusaha sesuai amanat Undang - Undang dan
salah satu ‘regulasi pendukung di daeféh'_
adalah menetapkan Peraturan Kepala Daerah

(Perbup) tentang  Pendelagasian Kewenangan |

Pényelenggargan Perizinan Berusaha sebagai.



bagian - dari penyederhanaan Perizinan
Berusaha khususnya Perizinan Berbasis Risiko;
4. Bahwa dalam. Edaran. Menteri Dalam Negeri -
Nomor : 011 /9976/8J tentang Percepatan
Penyusunan Réguiasi Persyaratan

Dasar
Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan

Persetu_;uan Bangunan Gedung dan Retribusi
'Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing dimana pada
Huruf A: angka 2 dikatakan -bahwa ‘fge_ly_n_;
menuusun: _Peraturan Kepda' Daerah _Terkait

Pendelagasian__Kewenangan Penyelenggaradn.

Perizinan_Berusaha dan -Non Perizinan dari

Kénala Daerah kepada "KeQ: ala. Dinas

Penanaman Modal dan Pelauanan Terpadu Satu
Pintu _(DPMPTSPY", dan angka 5 huruf b
mengatakan “Menyusun__Peraturan _Kepala -

Daerah - berkaitan denqdn : -_'pendefaquian

kewenangan"” penyelenggaraarn Qen‘zinan di
'daerah dan Kepala. Degrah _kepada Kepala

;) Dmas Penanaman Modal dan__Pelayanan
| 'Tefpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

| IIf. Saran Tindak. : Bahwa berdasarkan Pemmbangan dxatas perlu
| 7 ' di terb1tkan Peraturan Bupau Gorontalo Utara

‘tentang Pendelagasmn ~ Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada
'-Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan :

Terpadu Satu Pmtu

V. Penutup Dexmklan telaaha.n ini c‘hsampaxkan, mhon
| pertlmbangan dan persetu_man lebih lanjuy/.
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